
KOMISI PEMIUHAN UMUM 
KABUPATEN SLEMAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN 

NOMOR: 07/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/V/2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN, 

Menimbang: a. bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) merupakan proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai di 

lingkungan pemerintah untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui penerapan kegiatan yang efektif 

dan efIsien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 

Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 17 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sleman; 



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemiihan Umum 

Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Satuan 

Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; 

Mengingat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

TambahanLembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

3. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 



Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4450); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 

9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, 

Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

196); 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 



terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman 

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum; 

Memperhatikan: Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 41/PW.01.SD/34/Prov/V/202 1 

perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) Tingkat KPU Kabupaten/Kota Se-DIY 

tanggal 21 Mei 2021; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGOARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN SLEMAN. 

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan susunan 



dan nama-nama personil serta uraian tugas sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan mi; 

KEDUA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan mi dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 

(BA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; 

KETIGA Keputusan mi mulal berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Sleman 

Pada tanggal : 25 Mei 2021 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SLEMAN, 

ttd 

TRAPSI HARYADI 

Salinii sesuai dengan aslinya 
4IAT KPU KABUPATEN SLEMAN 

TARIS, 



1: sesuai dengan aslinya 
DRIAT KPU KABUPATEN SLEMAN 

TARIS, 

S '4UTRAM 

LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SLEMAN 

NOMOR 07/ HK.03. 1 -Kpt/3404/ KPU-Kab/ V/202 1 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN 

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN 

NO 
Jabatan Dalam 

Satgas 
Jabatan Kedinasan Nama 

1 Pengarah Ketua KPU Trapsi Haryadi, S.IP 

Anggota Ahmad Baehaqi, S.Ag 

Anggota Indah Sri Wulandari, SE., M.Sc. 

Anggota Aswino Wardhana, S.IP 

Anggota Noor Aan Muhlishoh 

2 Penanggungjawab Pit. Sekretaris Yuyud Futrama, SE., MM 

3 Ketua Kasubbag Hukum Adiyuni Nurcahyo Widiyanto, SH 

4 Tim Kerja Pelaksana Subbag 
Keuangan, Umum, 
dan Logistik 

Dian Tn Suryawati, S.Sos 

Pelaksana Subbag 
Hukum 

Lis Budi Qurnianti, SH 

Pelaksana Subbag 
Program dan Data 

Diah Ita Riyani, S.Kom 

Pelaksana Subbag 
Teknis dan Hupmas 

Galuh Adisti Wisnu Wardhani, 
S.Psi, M.Si 

Ditetapkan di : Sleman 

Pada tanggal : 25 Mei 2021 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SLEMAN, 

ttd 

TRAPSI HARYADI 



LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SLEMAN 
NOMOR: 07/ HK.03. 1-Kpt/3404/KPU Kab/V/202 1 
TENTANG 
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 
PENYELENOOARAAN SISTEM PENGENDALIAN 
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN 

URAJAN TUGAS 

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN 

NO JABATAN TUGAS 

1. Pengarah a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; 

b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan 

tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun. 

2. Penanggungjawab a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan 

penyelenggaraan SPIP; 

b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas 

penyelenggaraan SPIP. 

3. Ketua a. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; 

b. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 

tim keija. 

4. Tim Kei:ja a. Memfasffitasi penyelenggaraan SPIP; 

b. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk 

tim keel untuk melaksanakan suatu kegiatan 

penyelenggaraan SPIP. 

5. Sekretariat a. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi 

kegiatan penyelenggaraan SPIP; 

b. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP. 

Ditetapkan di : Sleman 

Pada tanggal : 25 Mei 2021 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SLEMAN, 

ttd 

TRAPSI HARYADI 

suai dengan aslinya 
; RJAT KPU KABUPATEN SLEMAN 
Pit.. tARIS, 

b 

_-_'1 

0 FUTRAMA 
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